
SALINAN 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI 

DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS 

PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa dengan adanya perubahan penetapan dinas 

penerima anggaran Tugas Pembantuan tahun 2017, perlu 

mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan 

Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan 

Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 

Anggaran 2017;   
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 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang 

Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan 

Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;  

 

Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);   

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2016 

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 

YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM 

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 

ANGGARAN 2017.   

 

Pasal I 

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan 

Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan Kepada 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2046) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 73 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Bidang 

Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 739) sehingga menjadi tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 21 Desember 2017 

 

 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 REPUBLIK INDONESIA, 

  

TTD. 

 

 MUHADJIR EFFENDY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Desember 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1889 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 

 

 

 

Dian Wahyuni 

NIP 196210221988032001 

 


